BARB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Penjelasan mengenai Anak adalah usia dibawah 18 (delapan belas)
tahun masih disebut dalam artian anak, anak dalam kandungan juga diartikan
sebagi anak. Sedangkan Anak yang menjadi sasaran perbuatan kejahatan
didefenisikan sebagai anak korban, mereka yang belum genap usia 18
(delapan belas) tahun dan mengalami kesakitan badan. Kejahatan seksual
yang dialami korban yang mengalami pelecehan dari berbagai bentuk
perbuatan pelecehan oleh pelaku misalnya seumuran dengannya atau bahkan
staff dimana anak menempu pendidikannya (Pulungan et al., 2023).

Undang-Undang tersebut juga menekankan akan tanggung jawab
negara, keluarga dan masy:

terhadap anak, hal




Kekerasan seksual telah menjadi topik yang sering dibicarakan dalam
masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Kata-kata seperti pelecehan
seksual sudah umum didengar di Indonesia karena hampir setiap tahun terjadi
kasus-kasus pelecehan tersebut. Kasus kekerasan seksual tidak hanya
berdampak secara fisik tetapi juga secara mental terhadap korban. Dampak
psikologis yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual sulit disembuhkan dan

memerlukan waktu yang cukup lama bagi korban untuk pulih darinya, lebih

sulit daripada dampak fisik yang mereka alami. Kekerasan seksual, dalam
konteksnya, mengacu pada perilaku seksual yang tidak diinginkan yang
dilakukan seseorang terhadap orang lain (Cahyadi & Rasji, 2024).

Data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan
dan Anak (Simfoni PPA) per 23 Juli 2025 menunjukkan jumlah kekerasan
seksual yang terjadi di Provinsi Banten. Selama setengah tahun 2025 ini, total

ada 313 kasus kekerasan seksual




kekerasan seksual terhadap anak adalah memahami makna, konteks, dan
ragam kekerasan seksual yang dialami anak. Mereka yang bekerja di bidang
penegakan hukum dan perlindungan anak, serta lembaga-lembaga yang
terlibat di dalamnya, dapat mengatasi masalah ini secara efektif jika mereka
memiliki kesadaran yang mendalam akan hal ini. Hal ini akan memungkinkan
mereka untuk mengambil tindakan hukum yang tepat terhadap orang-orang
yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban.

Anak seharusnya mendapatkan penjagaan dan perlindungan. Perbuatan
pelecehan seksual merupakan perbuatan vang tidak bisa diterima serta
merupakan pelanggaran hak asasi manusia, anak juga memiliki hak-hak yang
harus dihormati dan harus dilindungi




perundangan-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak tertuang

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (untuk

selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2014). Pasal yang mengatur
perlindungan anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual diatur dalam
pasal 9 ayat 2, pasal 15, pasal 20, pasal 54, pasal 59, pasal 69, dan pasal 76 C
— E. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat umum yang tidak
mengetahuinya (Praudyani dan Asmorojati, 2020). UU No. 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang disebut anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan.




Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merasa
tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait hak asasi manusia
dalam hukum pidana yang tertuang dalam judul “Perlindungan Hukum

Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah ”.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian fenomena pada latar belakang, peneliti
mengidentikasi masih adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi,
diantaranya yaitu :
l.  Anak sebagai korban dari kasus kekerasan seksual di lingkungan satuan

pendidikan sebanyak 487 kasus.

T




D.  Tujuan Penelitian

Tujuan Penclitian dimaksudkan untuk memberi kerangka landasan arah

dan acuan dalam membahas, menganalisa, serta mengevaluasi permasalahan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1.~ Untuk mengkaji dan mengetahui bentuk perlindungan terhadap Tindakan
Pelecehan Seksual di Lingkugan Sekolah.

2. Untuk mengkaji dan mengetahui upaya pencegahan tindakan pidana
pelecehan seksual di lingkungan sekolah.

E.  Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada ber

pihak, diantaranya :




cara mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan
Seksual di Lingkungan Sekolah .

F.  Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan model konseptual tentang bagaimana
teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai
masalah yang penting (Sugiyono, 2020). Kerangka konsep dari penelitian ini
adalah melihat adanya sebuah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah. Hal tersebut perlu adanya sebuah
pembatasan agar penelitian tidak terlalu jauh menelaah, maka penelitian ini
di fokuskan pada:




bangsa dan negara dij Mmasa depan nantinya. Oleh karena itu, anak perlu

dilindungi dalam dia bersosialiasai, dan hak dia dalam menjadi warga
negara agar optimal dalam memberikan banyak kesempatan agar mental,
fisik, dan kehidupan sosial anak menjadi lebih baik; untuk mewujudkan
kesejahtemannya (Djamil, 2013).

Berikut merupakan definisi dan pengertian anak berdasarkan
undang-undang yang berlaku:
a. Konvensi Hak Anak, UNICEF, Pasal 1., menyebutkan bahwa anak

merupakan semua orang yang masih belum berusia 18 tahun, kecuali

ditentukan dalam sebuah negara dengan hukum negara tersebut.
Undang-Undang Nomor 39 Tahu




dengan hukum jika usia individu tersebut adalah 12 tahun dan belum
berusia 18 tahun, dan disangka melaksanakan tindak pidana
2. Kekerasan Seksual

Kekerasan atau violencemerupakan istilah yang terdiri dari dua
kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti
(membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan.
Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai
kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik.
Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan

cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau

barang orang lain (Tency & Elmy
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G. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan
hukum. Dalam Kamus Besar Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung
yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan
membentengi. Menurut Rahardjo (2014), perlindungan hukum ialah
memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang
lain serta perlindungan itu diberikan kepada masyarakat supaya dapat
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Istilah yang menggambarkan mekanisme pada suatu kerja dalam

penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar sistem. Perlindungan

hukum yang terdiri atas 2 (dua) bentuk yaitu perlindungan hukum preventif
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represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk
penangananya di lembaga peradilan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegjatan untuk memperoleh keterangan

mengenai suatu masalah pada Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini bersifat hukum Normatif Empiris, penelitian hukum

normatif merupakan yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan

hukum di dalam masyarakat. Penelitian normatif disini yang akan

mengungkap peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang




mempetoleh informasi. Duta sekunder yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu:

1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang

 berkekuatan mengikat, terdiri dari bahan-bahan hukum dan

ketentuan hukum positif seperti peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer ini meliputi:

4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

b) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
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Asasi Manusia terhadap Korban dalam penegakan hukum pidana
di Provinsi Banten yang meliputi:

a)  Buku literatur.

b) Hasil karya ilmiah,

¢) Artikel, yaitu ulasan tertulis dari para pakar dan/atau

akademisi.

d) Jurnal, yaitu majalah yang khusus memuat artikel-artikel
mengenai hukum.
3)  Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang
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a.  Reduksi Data

Tahap ini merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian,
pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan.
Fungsi reduksi data untuk menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi
sehingga interpretasi bisa ditarik.
b. Editing Data
Tahap ini merupakan proses editing data adalah meneliti data-data
yang diperoleh, terutama Undang-Undang yang sesuai dengan tema
penelitian serta menentukan isi atau makna aturan hukum yang

B
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‘menjad



undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan

berkembang, dalam masyaraka. (Zainuddin Ali. 2016 : 105).
| | Deskriptif yaitu data yang diperoleh, dipilih serta disusun secara
N 3 sistematis. Sedangkan kualitatif yaitu cara menguraikan data yang
bersumber dari bahan hukum atay kepustakaan dalam bentuk kalimat
yang teratur, runtun, logis dan efektif untuk memudahkan interpretasi
data sehingga didapat suatu simpulan yang kemudian disusun secara

sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.

15 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran singkat dari keseluruhan proposal




BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Bab ini menjelaskan serta
memberi penjelasan terkait hasil yang didapatkan agar lebih memberikan
penjelasan yang lebih detail dan menyimpulkan dari segala bentuk
perlindungan terhadap Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkugan Sekolah
dan upaya hukum terhadap tindakan pidana pelecehan seksual di lingkungan
K j sekolah. _

‘ BAB V PENUTUP Bab ini menjabarkan kesimpulan terkait hasil penelitian

yang dilakukan serta sarnyang dapt memberikan kontribusi bagi penelitian

selanjutnya.




